
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR 50 T.AHUN 2016 

TENT ANG 

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, 
URAlAN TOGAS DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

Menimbang 

Mengingat 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 
2016 tent.ang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu 
membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan 
Organisasi, Kedudukan, Togas Pokok, Fungsi, Uraian 
Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikaei dan lnformatika 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 

: J . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat 11 di Sulawesi 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 .Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 't'nhun 2014 tenta..11i.,s 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tcntang Pemeriruahan Dacrah [Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
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5. Undang-Undang Nomor JO Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenrerrg 
Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2016 Nomor 15); 

MEMUTUSKAN 

' Mernperhatikan : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASl, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, 
FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DTNAS 
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN 
SIDENRENG RAPPANG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Si.denreng Rappang 
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sidenreng 

Rappang. 
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Infonnatika 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang. 
7. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas 

jabatan. ., 
8. Fungsi adalah 'pekerjaan yang merupakan penjabaran 

dart tugas pokok. 
9. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas 

semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok 
yang dilakukan pemegangjabatan. 
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BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretaris : 

l. Sub Bagian Perencanaan dan Keuarigan; 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Bidang Pengembangan Sumber Daya dan lnfrastruktur Komunikasi 
dan Jnformatika; ·· 
1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; 
2. Seksi Kernitraan dan Pelayanan Informasi Pu blik; 
3. Seksi Pengelolaan Sumbe1· Daya Layanan Publik. 

d. Bidang Pengelolaan Inforrnasi, Komunikasi Publik dan Statistik: 
1. Seksi Pengelolaan Infonnasi, Aspirasi dan Saluran Kornunikasi 

Publik 
2. Seksi Produksi dan Reproduksi Infonnasi Publik 
3. Seksi Penyelenggaraan Informasi Statistik Sektoral 

e. Bidang Persandian: 
1. Seksi Tata Kelola Persandian 
2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian 
3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian 

f. Jabatan Fungsional; ·, 
g. UPT Dinas. 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bur,ati .i.ni. 

BAB III 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 

Dinas Komunikasi dan Inforrnatika berkedudukan sebagai unsur palaksana 
otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

BAB IV 
TUGAS POKOK. FUNGSI, DAN URAIAN TOGAS 

. 
Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 4 

( l) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok rnernbantu Bupati dalam 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan 
informatika, urusan pcrnerintahari bidang statistik dan uruean 
pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan 
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pernerintah Daerah. 



(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang - bidang 

komunikasi dan Informatika; 
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang statistik; 
c. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang persandian; 
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pernerintahan bidang 

komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik 
dan urusan pemerintahan bidang persandian; 

e. pelaksanaan administrasi Din.as; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui Camat 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diuraikan sebagai berikut: 
a. merumuskan program kerja Kelurahan berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang- .. 
undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. rnerurnuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kelurahan; 
c. memantau, rnembina, dan mengawasi serta mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dalam lingkup kelurahan; 
d. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan 

berdasarkan tugas pokok agar pekerjaan dapat berjalan lancar; 
e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelurahan dengan unit 

kerja yang terkait; 
f. melakukan penilaian terliadap hasil dan prestasi kerja bawahan 

sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 
g. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas 

sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku; 
h. mengi.kuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
i. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengernbangan 

pengelolaan administrasi urnum, ketatalaksanaan, kepegawaian, 
perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan; 

J. mengkoordinasikan pengelolaan data dan Informasi Kcbijakan 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

k. mengkoordinasikan pengelolaan media komunikasi dan 
penyediaan konten untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

1. mengkoodinasikan pelayanan informasi publik dan dokumentasi 
sesuai pedornan yang ada; 

m. mengkoodinasikan peningkatan kapasitas mitra pelaku 
komunikasi publik sesuai ketentuan yang ada; 

n. memverifikasi hasil monitoring isu di media massa sesuai 
ketentuan yang ada; 

o. memverifikasi hasil monitoring isu di media soosial sesuai dengan 
ketentuan yang ada; 

p. mernverifikasi hasil anhlisis pengumpulan pendapat umum 
(polling) sesuai ketentuan yang ada; 

q. mengkoordinasikan hasil pengelolaan aduan masyarakat dengan 
Instansi terkait sesuai ketentuan yang ada; 

r, memverifikasi hasil pengumpulan dan pengklasifikasian data 
informasi kebijakan sesuai ketentuan yang ada; 

s. mernverifikasi hasil analisis data informasi kebijakan sesuai 
ketentuan yang ada; ' 

t. memverifikasi hasil pernatauan informasi/kebijakan nasional 
sesuai ketentuan yang ada; 
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�sN 

u. memverifikasi hasil pematauan infonnasi/kebijakan daerah sesuai 
ketentuan yang ada; ' 

v. memverifikasi hasil pengolahan informasi/kebiiakan nasional dan 
daerah sesuia ketentuan y'ang ada; 

w. memverifikasi hasil pengemasan ulang konten nasional meniadi 
konten daerah; 

x, rnernverifikasi hasil pernbuatan konten daerah sesuai ketentuan 
yang ada; 

y. mengkoordinasikan pengernbangan strategi komunikasi melalui 
media pernda sesuai ketentuan yang ada; 

z. mengkoordinasikan pengelolaan saluran komunikast/rnedia 
internal sesuai ketentuan yang ada; 

aa. mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan 
melalui pemda sesuai ketentuan yang ada; 

bb. mengkoordiriasikan pengembangan strategi komunik.asi melalui 
media non pemda eesuai ketentuan yang ada; 

cc. mengkoordinasikan desiminasi inforrnasi kebijakan melalui media 
non pemda sesuai ketentuan yang ada; 

dd. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan informasi 
publik sesuai ketentuan yang ada; 

ee. mengkoordinasikan pendokumentasian infonnasi publik dan 
pengklasiflkasian arsip sesuai ketentuan yang ada; . 

ff. mengkoordinasikan pelayanan informasi public sesuai ketentuan 
yang ada; 

gg. mengkoordinasikan penguatan hubungan dengan media (media 
relations) sesuai ketentuan yang ada; 

hh. mengkoordinasikan pelaksanaan konferensi pers sesuai ketentuan 
yang ada; i 

11. memimpin pelaksanaan kunjungan jurnalistik sesuia ketentuan 
yangada; ' 

ij. mengkoordinasikan pembentukan lembaga mitra komunitasi di 
daerah sesuai ketentuan yang ada; 

kk. mengkoordinasikan pembentukan lembaga mitra komunitasi dan 
komunitas strategis Iainnya sesuai ketentuan yang ada; 

11. memvalidasi kompilasi produk adrninistrasi bida.ng sosial; 
mm. memvalidasi kompilasi produk administrasi bidang ekonorni; 
nn. mernvalidasi kompilasi produk administrasi bidang politik, huh-um 

dan HAM; 
oo. mendiseminasikan data statistik sektoral di lingkup daerah 

kabupaten; 
pp. menyusun program kerja tahunan statistic sektoral bidang survei 

bidang soaial sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 
yang berlaku; 

qq. memimpin penyusunarr petunjuk teknis pelaksanaan dan 
metodoiogi survei tnnang sosial; 

rr. mempersiapkan dokumen, bahan dan peralatari yang diperlukan 
untuk pelaksanaan kegiatan survei bidang sosial untuk kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

ss. mengkoordinir pelaksanaan survei bidang sosial di wilayah 
kabupatendalam rangka mendapatkan inforrnasi sosial 
m.asyarakat; 

tt. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei bidang 
social untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan 
survey dimasa akan datang; 

uu. menyusun konsep pengembangan metodelogi survei, desiminasi. 
statistik dan sistem informasi bidang sosial dalam rangka 
meningkatkan mut.u data statistik: 



vv. menyusun progam kerja tahunan statitik sektoral bidang survey 
bidang ekonorni sesuai dengan peraturan dan perundang­ 
undangan yang berlaku; 

ww. memimpin penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan 
metodologi survey bidang ekonomi; 

xx. mempersiapkan dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan 
untuk pelaksanaan kegiatan survey bidang ekonomi untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

yy. mengkoordinir pelaksanaan survey bidang ekonomi di wilayah 
kabupaten dalarn rangka mendapatkan informasi social 
masyarakat; 

zz. memimpin pengolahan data hasil survey bidang ekonomi sesuai 
dengan sytem dan program yang ditetapkan; 

aaa. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey bidang 
ekonomi untuk menjadi bahan masukan dan pcrbaikan kegiatan 
survey pada masa akan datang; 

bbb. melakukan verifi.kasi dan validasi data dan infonnasi hasil survey 
bidang ekonomi yang dilaksanakan untuk mendapatkan data yang 
obyektif dan akurat; 

ccc. rnenyusun konsep pengernbangan metodelogi survey, diseminasi 
statistic dan system informasi bidang ekonomi dalam rangka 
meningkatkan mutu data statistik; 

ddd. menyusun program kerja tahunan statistic sktoral bidang survey 
bidang politik, hukum dan HAM sesuai dengan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku; 

eee. mernimpin penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan 
metodologi survey bidang politik, bukum dan HAM; 

fff. mempersiapkan dokumen, nahan dan peralatan yang diperlukan 
untuk pelaksanaan kegiatan survey bidang politik, hukurn dan 
HAM untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

ggg. rnengkoordinir pclaksanaan survey bidang politik, hukum dan 
HAM di wilayah kabupaten dalam rangka mendapatkan informasi 
social masyarakat; 

hhh, memimpin pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi 
di tingkat kabupaten dengan berpedoman pada peraturan kepala 
lembaga sandi Negara nomor l O tahun 2012 tentang pedoman 
pengelolaan dan perlindungan informasi berkalsifikasi; 

iii. rnerumuskan perencanaan, anggaran dan target capaian 
penyelenggaraan persandian untuk pengamanan infcrmasl di 
tingkat kabupaten dengan mengutamakan keamanan inforrnasi di 
tingkat kcpala daerah, pimpinan dewan dan pimpinan perangkat 
daerah; 

ill- merumuskan kebijakan; k.ebijakan teknis persandian untuk 
pengamanan infonnasi dengan berpedoman pada NSPK yang telah 
disusun oleh lembaga sandt Negara; 

kkk. mengelola pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan dan 
pengembangan SDM sandi, materiil sandi dan jarring komunikasi 
sandi (JKS); 

Ill. mengelola pelaksanaan pemenuhan kompetensi SOM sandi melalui 
penyiapan dan pengiriman personil untuk mengikuti diklat sandi 
yang diselenggarakan oleh lembaga sandi Negara pelaksanaan 
jabatan Iungsional di bidang persandian JFS dan OTS; 

mmm. rnengkoordinasikan peningkatan kompetensi SDM sandi melalui 
partisipasi pada kegiatan pembinaan persandian yang 
diselenggarakan oleh lembaga sandi Negara baik melalui aistensi, 
workshop, pelatihan, seminar dan bimtek persandian; 



nnn. mengelola kegiatan peningkatan kesadaran keamanan infonnasi 
(security awareness) dengan rnenyelenggarakan sosialisasi atau 
seminar pentingnya kesadaran keamanan informasi di tingkat 
daerah meliputi kepala daerah, pimpinan dewan dan pirnpinan 
perang. 

ooo. mengelola pelaksanaan . peningkatan kesadaran keamanan 
informasi (security awareness) dengan berpastisipasi dalarn 
kegiatan sosiatisast atau seminar pentingnya kesadaran keamanan 
informasi yang diselenggarakan oleh lembaga sandi Negara;': 

ppp. memimpin pengelolaan piisat data persandian; 
qqq. memimpin pelaksanaan pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan 

persandian secara internal pada masing-masing perangkat daerah; 
rrr. memimpin pelaksanaan pengukuran dan evaluasi tingkat 

kearnanan informasi secara internal pada masing-masing 
perangkat daerah; 

sss. rnemimpin pelaksanaan pengelolaan dan perneliharaan materiil, 
sarana, prasarana dan infrastruktur persandian untuk 
pengamanan mforrnasi dengan berpedornan pada peraturan yang 
telah ditetapkan oleh lembaga sandi Negara; 

ttt. mengelola pengamanan fisik dan control terhadap akses informasi 
atau fasilits pemroses informasi terutama yang berkaitan langusng 
dengan pimpinan daerah; ' 

uuu. mengelola kegiatan pemulihan data dari ganguan jaringan system 
mformasi dengan tetap menjaga integritas dan ketersediaan data; 

vvv . mengelola pelaksanaan kebijakan manajemen risiko asset 
organisasi; 

www.menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam 
lingkungan Dinas; 

xxx. menyusun laporan hasil pelaksariaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

yyy. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 
Sekretarts 

Pasal 5 

{1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, 
penyusunan program dan pelaporan sorta memberikan pelayanan 
administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan, dalarn lingkup 
Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada .ayat (1), 
Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam Iingkungan Din.as; 
b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan; 
c. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; 
d. pengoordinasian urusan umurn, kepegawaian, dan hukum; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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(3) Togas pokok dan fungsi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diuraikan sebagai berikut: . 
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedornan dalam 

pelaksanaan tu gas; l. 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d, melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, 1 rnengoreksi, mema.raf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesual'dengan bidang tugasnya; 
g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam Jingkungan Dinas ·· 

sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan; 

h. mengoordinasikan dan ruelaksanakan penyusunan perencanaan, 
pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan peJaporan 
keuangan Dinas; 

i, melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan 
barang Dinas; 

j. melaksanakan pengelolaan adrninistrasi pengadaan, pemeliharaan 
dan penghapusan barang; · 

k. mengoordinasikan dan rnelaksanakan pelayanan administrasi umum, 
kepegawaian dan hukum; 

I. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan keta.tausahaan; 
m. mengoordinasikan dan melakso.nakan uruaan rumah tangga Dinas; 
n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi 

keuangan; 
o. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan; 
p. mengumpulkan bahan dan rnenyusun Sta.ndar Operasional Prosedur 

adrninistrasi pemerintahan di lingkup Dinas · 
q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan; 
r. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan 

keprotokolan; 
s. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpuJan, pengolahan, 

penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi; 
t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipertntahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 6 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang mempunyai tugas · pokok mengurnpulkan bahan dan 
melakukan penyusunan program, penyajian data dan inlormasi, 
pengelolaan administrasi dan pelaporan kcuangan serta pengelolaan 
administrasi pengadaan, perneliharaan dan penghapusan barang. 

(2} Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diuraikan sebagai 
berikut: • 

I a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan keuangan 
sebagai pedoman dalarn pelaksanaan tugas; 
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' b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 
berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi clan rnengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Sub Bagian . Percncanaan dan Keuangan untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap basil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, rnengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. rnengoordinasikan, menyiapkan bahan dan rnelakukan penyusunan 

perencanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas; 
h. menghirnpun dan menyajikan data dan informasi program dan 

kegiatan Dinas; · 
i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi 

kinerja; 
j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas; 
k. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan rnenyusun rencana 

kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan 
rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran 
Din as; 

1. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola adminiatrasi 
keuangan Dinas; 

m. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan 
keuangan Dinas; 

n. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran clan 
penerimaan keuangan; 

o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan; 
p. menyusun realisaei perhitungan anggaran; 
q. rnengevaluasi pelaksanaan tugas bcndaharawan: 
r. mengurnpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 

laporan basil pemeriksaan keuangan; 
s. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, 

perneliharaan dan penghapusan barang; 
t. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, 

pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang; . 

u. rnenyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta 
menyusun laporan barang inventaris; 

v. mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasiona1 Prosed ur 
(SOP) administrasi pemerintaban di lingkup dinas; 

w. menyusun laporan hasil �elaksanaan tugas Kepala Sub Dagian 
Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

a. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pa&al 7 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
yang mempunyai tugas pokok. .mengumpulkan bahan dan melakukan 
urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mcngelola. 
administrasi kepegawaian. 
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(2} Togas pokok sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) diatas diuraikan 
sebagai beriku t : 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepcgawaian 

sebagai pedoman dalarn pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan lancar; 
c. rnemantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui 
perkernbangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kcrja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, · mengoreksi, mernaraf dan/ atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. melakukan pengklasifikasian surat menurutjenisnya; 
h. rnelakuka.n administrasi dan pendistribueian naskah dinas rnasuk 

dan keluar; 
1. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas; 
J· rnelakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaanurusan 

rumah tangga Dinas: 
k. mempersiapkan dan rnengoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas, 

upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan; 
1. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran 

pegawai; : 
m. mengoordinasikan dan mernfaailitasi adrninistrasi surat tugas dan 

perjalanan dinas pegawai; 1 
n. menyiapkan bahan, rnengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan 

ketatalaksanaan; 
o. menyiapkan bahan dan rnengelola administrasi kepegawaian; 
p. menyusun rencana kcbutuhan pengembangan sumber daya manusia 

dilingkungan Dinas; 1 
q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan 

kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil; 
r. menyiapkan bahan, mengbimpun dan mengelola sistem informasi 

kepegawaian; 
s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan adrninistrasi penyusunan 

produk hukum di Iingkungan Dinas; 
a. mengumpulkan bahan, rnengoordinasikan dan menindaklanjuti 

laporan hasil pemeriksaan inspektorat; 

Bag.�an Ketiga 

Bidang Pengembangan S11mber Daya da.n lnfraatruktur 
Komunikasi dan Infonnatika 

Pasal 8 

( 1) Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Komunikasi dan 
Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operaaional di 
bidang infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi, kemitraan dan 
pelayanan informasi publik dan pengelolaan sumber daya dan layanan 
publik. 



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Kepala 
Bidang Pengembangan Sumber 'baya dan Infrastruktur Komunikasi dan 
lnformatika mernpunyai fungsi : , 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang infrastruktur 

dan teknologi informasi komunikasi, kernitraan dan pelayanan 
infonnasi publik dan pengelolaan sumber daya dan layanan publik. 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang infrastruktur 
dan teknologi informasi komunikasi, kemitraan dan pelayanan 
informasi publik dan pengelolaan surnber daya dan layanan publik. 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di biclang inlrastruktur 
dan teknologi informasi komunikasi, kemitraan dan pelayanan 
informasi publik dan pengelolaan surnber daya dan layanan publik. 

d. pematauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan 
teknologi informasi komunikasi, kemitraan dan pelayanan informasi 
publik dan pengelolaan surnber daya clan layanan publik. 

a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya. ' 

(3} Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diuraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya 

dan Infrastruktur Komunikasi dan Inforrnatika sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas: 

b. mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
Seksi sehingga berjalan lancar; 

c. mernantau, mengawasi dan .mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur 
Komunikasi dan Inforrnatika untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian tcrhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. melaksanakan pengembangan infrastruktur dan teknologi informasi 

publik 
h. melaksanakan kemitraan dan pelayanan informasi publik 
1. melaksanakan pengelolaan surnber daya layanan publik 
J. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Komunikasi dan 
Informatika dan memberikan saran pert.imbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 10 

(1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi lnformasi Komunikasi dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang rnempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis 
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 
Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi 

(2) Tuga.s pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi 

lnformasi Komunikasi sebagai pedoman dalarn pelaksanaan tugas; . 
' 
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b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 
lingkungan Seksi lnfrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi 
sehingga berjalan lancar; 

c. rnemantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komu,nikasi 
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai {SKP); 

e. menyusun rancangan, rnengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai'dengan bidang tugasnya; 
g. melaksanakan pemberian layanan Infrastruktur dasar Data Center, · 

Disaster Recovery Center dan TIK Pernerintah 
h. merekomendasikan penyediaan dan pengelolaan Data Center, , 

Disaster Recovery Center dan TlK Pemerintah Daerah. 
1. rnerekomendasikan hosting bagi startup publik 
j. melaksanakan pemberian layanan akses internet & Intranet 
k. mengumpulkan bahan penyusunan rekomendasi penyediaan dan 

pengelolaan akses internet dan intranet bagi seluruh OPD 
1. mengumpulkan bahan penyusunan rekornendasi penyediaan dan 

pengelolaan akses internet bagi Publik 
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 

Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi dan memberikan 
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

' Pasal 11 

(1) Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas pokok meny:iapkan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan 
evaluasi serta pelaporan kegiatan Kemitraan dan Pelayanan lnformasi 
Publik. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan 
sebagai berikut : . 
a. menyu sun rencana kcgiatan Seksi Kemitraan dan Pelayanan 

Informasi Publik sebagai pedoman dalarn pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Kemitraan dan Pelayanan lnfonnasi Publik 
sehingga berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informa.si Publik urituk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan pcnilaian ter-harlap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, 1 mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan dan Pelayanan 

Informasi Publik sebagai pedornan dalam pelaksanaan tugas; 
h. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Kemitraan dan Pelayanan lnformasi Publik 
sehingga berjalan Iancar; 



1. memantau, mengawasi dan .mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Kernitraan dan Pelayanan Informasi Publik untuk 
mengetahui perkembangan pclaksanaan tugas; 

J. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

k. menyusun rancangan, mengoreksi, mernaraf dan/ atau 
rnenandatangani naskah dinas; 

l. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
m. mengembangan Kemitraan Komunikasi dengan Media di Daerah; 
n. melaksanakan Penguatan hubungan dengan media (media relations) 
o. melaksanaan konferensi pers dan kunjungan jurnalistik; 
p. melaksanan penguatan Kapasitas Komunikasi pada Kom.unitas 

Strategis di daerah; 
q. melaksanakan pembentukart lembaga mitra komunikasi di daerah; 

I 

r. melaksanakan penguatan lembaga mitra komunikasi dan komunitas 
strategis lainnya; . 

s. Menyiapkan dan mengisi ruang (space) inforrnasi publik berupa 
kegiatan dan kebijakan pemerintah di media; 

t. Membuat dan menyebar rilis berupa kegiatan dan kebijakan 
pemerintah di media; 

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kemitraan 
dan Pelayanan Informasi Publik dan memberikan saran 
pertirnbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 
dan 

v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. · 

Pasal 12 

(1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Layanan Publik dipimpin olelr Kepala 
Seksi yang mempun.yai tugas pokok menyiapkan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan tek:nis, peman.tauan dan 
evaluasi serta pelaporan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Layanan 
Publik. 

(2) Togas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) diatas diuraikan 
sebagai berikut : . 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Sumber Daya 

Layanan Publik sebagai pedoman dalarn pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Kemitraan dan Pelayanan Inforrnasi Publik 
sehingga berjalan lancar; 

c. mernantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Kemitraan dan Pelayanan lnformasi Publik untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d, melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. rnenyusun rancangan, '.-'. mengoreksi, mernaraf dan/ a tau 
menandatangani naskah dinas; 

f, mengikuti rapat-rapat sesuai den.gan bidang tugasnya; 
g. melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia 

aparatur dan masyarakat di'. bidang e-Oovernment 
h. melaksanakan birnbingan teknis peningkatan kapasitas masyarakai; 
i, melaksanakan pemberian layanan Nama Domain dan Sub Domain 

bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Daerah: 
J. mengevaluasi Konsep Pengembangan Layanan Portal Daerah; 
k. mengevaluasi nama domain bagi kepentingan seluruh OPD; 



' . 

I. merekomendasikan nama sub domain bagi kepentingan seluruh 
OPD; ' 

rn. mengusulkan dan mengelola.domain dan sub domain; 
n. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis TIK; 
o. melaksanakan channel interaksi masyarakat dan pernerintah melalui 

TIK; ' 
r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengclolaan 

Sumber Daya Layanan Publik dan mernberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perurnusan kebijakan; dan 

s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagiah Keempat 
Bidang Pengclolaan Informasi', Komunikasi Publlk dan Statitik 

' 
Pasal 13 

( J) Bidang Pengelolaan Inforrnasi, Komunikaai Pu blik dan Statitik dipimpin 
oleh Kepala Bidang yang mcmpunyai tugas pokok melaksanakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 
Pengelolaan Inforrnasi, asprasi dan saluran kornunikasi publik, produksi 
dan reproduksi informasi publik dan penyelenggaraan informasi statistik 
sektoral, 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatas, 
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Pu blik dan Statitik 
mempunyai fungsi : 
a. penyiapan perurnusan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan 

In.formasi, asprasi dan saluran kornunikasi publik, produksi dan 
reproduksi informasi publik- dan penyelenggaraan informasi ·statistik 
sektoral. 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan 
Informasi, aspraei clan saluran kornunikasi publik, produksi dan 
reproduksi informasi pu blik: ,dan penyelenggaraan inforrnasi statistik 
sektoral. :· · 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan 
Informasi, asprasi dan saluran kornunikasi publik, produksi dan 
reproduksi informasi publik, dan penyelenggaraan informasi statistik 
sektoral. ·. 

d. pematauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Informasi, 
asprasi dan saluran komunikasi publik, produksi dan reproduksi 
informasi publik dan penyelenggaraan informasi statistik sektoral. 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diuraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi, 

Komunikasi Publik dan Statitik sebagai pedoman dala.m pelaksanaan 
tu gas; 

b. mcndistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 
Seksi sehingga berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mcngevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan 
Statitik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 



e. menyusun rancangan, rnengoreksi, memaraf dan/ a tau 
rnenandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. melaksanakan pengelolaan informasi, aspirasi dan saluran 

komunikasi pub1ik; ' 
h , rnelaksanakan produksi dan reporoduksi informasi publik; 
1. melaksaanakan penyelenggaraan informasi statistik sektoral; 
J. menyusun laporan hasil i pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statitik dan 
mernberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan \. 

k. melaksanakan tugas kediriasan lain yang diper:intahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugas4ya. 

Pasal 14 

(1) Seksi Pengelolaan Informasi, Aspirasi clan Saluran Komunikasi Publik 
dipimpin oleh Kepala Seksi yang rnempunyai tugas pokok menyiapkan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, 
pernantauan dan evaluasi �rta pelaporan kegiatan pengelolaan 
informasi, aspirasi dan salu ran komunikasi pu blik 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatari Seksi Pengelolaan Informasi, Aspirasi 

dan Saluran Kornunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 
lingkungan Seksi Pengelolaan lnformasi, Aspirasi dan Saluran 
Komunikasi Publik sehingga berjalan Iancar; 

c. memantau, mengawasi dan .mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Pengelolaan Informasi, Aspirasi dan Saluran 
Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksariaan 
tu gas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. rnenyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ a tau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. melaksanakan pengelolaan Aspirasi Publik di Lingkup Pernerintah 

daerah; 
h. melaksanakan monitoring -isu publik di media (media rnasaa dan 

sosial]; 
1. melaksanakan pengumpulan pendapat umum (Polling); 
j. melaksanakan pengolahan aduan masyarakat; 
k. melaksanakan pengelolaan Database Informasi Publik; 
l. melakukan pengumpulan dan pengklasifikasian data inforrnasi 

publik; 
m. melaksanakan Analisis data 'infon11asi kebijakan; 
n. melaksanakan Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten 

daerah untuk Media Komunikasi Publik; 
o. melaksanakan Pembuatan konten daerah untuk Media Komunikasi 

Pu�; . 
p. melaksanakan pembuatan strategi komunikasi melalui media Pemda 

dan Non Pemda; \ 
q. melaksanakan Pengelolaan 'saluran komunikasi rnilik Pemda/media 

internal; 
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r. diseminasi infonnasi kebijakan rnelalui media Pemda dan Non 
Pemda; ! 

s. menyusun laporan hasil pelalcsarraari tugas Kepala Seksi perrgelolaan 
informasi, aspirasi dan saluran komunikasi publik dan mernberikan 
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

t. melakukan tugas kedinasan, lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. · 

Pasal 15 

(1) Seksi produksi dan reproduksi informasi publik dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perurnusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, birnbingan teknis, pemantauan dan 
evaluasi serta pelaporan kegiatan produksi dan reproduksi inforrnasi 
publik. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diuraikan sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan produksi dan reproduksi informasi 

publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan produksi dan. reproduksi informasi publik sehingga 
berjalan lancar; ' 

I c. memantau, mengawasi dan, mengevaluasi pelaksanaan tugas dalarn 
lingkungan Seksi produksi dan reproduksi informasi publik untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sa.sarari Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, : mengoreksi, memaraf dan/ atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. melaksanakan pemantauan tema kampanye kebijakan pemerintah 

pusat; 
h. melaksanakan pengolahan informasi/ kebijakan nasional 
i. melaksanakan pernantauan tema kampanye kebijakan pemerintah 

Daerah; 
J· melaksanakan pengolahan informasi/ kebijakan pemerintah daerah; 
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi produksi 

dan reproduksi mformasi publik dan mernberikan ·· saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 
dan 

I. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 16 

(1) Seksi Penyelenggaraan Informasi Statistik Sektoral dipirnpin oleh Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perurnusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, birnbingan teknis, pernantauan dan 
evaluasi sorta pelaporan kegiatan Penyelenggaraan Informasi Statistik 
'Sektcral. 

(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai 
berikut: " 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelenggaraan Informasi 

Statistik Sektoral sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
•, 
j 



b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 
li.ngkungan Seksi Penyelenggaraan Infonnasi Statistik Sektoral 
sehingga berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan 'mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
Iingkungan Seksi Penyelenggaraan Informasi Statistik Sektoral untuk 
mcngetahui perkernbangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf durr/ atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyusun kompilasi produk adrninistrasi bidang sosial, ekonomi, 

politik, hukum dan HAM; 
h. mengkoordinasikan data statistik sektoral bidang scsial, ekonomi, 

politik, hukum dan HAM; 
i. mempersiapkan bahan peny1usunan program kerja tahunan statistik 

sektoral bi dang survei pada' bidang sosial, ekonomi, politik, h ukum 
dan HAM; , 

j. melakukan koeultasi dan · mengkoordinasikan persiapan bahan 
penyusunan program kerja tahunan statistik sektoral bidang survei 
pada bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM; 

k. membuat konsep/draf petunjuk teknis pelaksanaan dan metodologi 
survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM; 

1. mendata, rnengidentifikasi clan mcnghimpun dokumen, bahan dan 
peralatan yang diperlukan untuk pelaksanan kegiatan survei bidang 
sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM; 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas KepaJa Seksi 
Penyelenggaraan Informasi Statistik Sektoral dan mernberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 
dan 

n. mela.kukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang· Persandian 

Pasal 17 

(1) Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas 
pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional di bidang tata keloJa persandian, operasional pengarnanan 
persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persaudian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas .sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Persaridian mempunyai fungsi: 
a. Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis · 

bidang tata kelola pcraandian, operasional pengamanan persandian, 
pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian; 

b. Perurnusan rencana dan pelaksanaan pengkajian kebijakan tcknis 
bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, 
pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian: 

c. Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis 
bidang tata kelola peraandian, operasional pengamanan persandian, 
pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian; 

d. pclaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tata kelola peraandian, 
operasional pen.gamanan persandian, pengawasan dan evaluasi 
penyelenggaraan persandian.; 
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e. pelaksanaan administrasi bidang tata kelola persandian, operasional 
pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan 
persandian; dan i 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya; 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dan 
ayat (2) diuraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Persandian sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

Seksi sehingga berjalan lanoar: 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Persandian untuk mengetahui perkcnrbangan 
pelaksanaan tugas; 

cl. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, . mengoreksi, memaraf dan Zatau 
menandatangani naskah dinas; 

f. rnengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjarninan 

keamanan inforrnasi di lingkungan di lingkungan pemerintah daerah; 
h. rnelaksanakan operasional , pengamanan persandian di lingkungan 

pemerintah daerah; · 
1. melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan 

persandian di lingkungan pemerintah daerah; 
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Persandian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 18 

(l) Seksi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi 
serta pelaporan kegiatan tata kelola persandian 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diuraikan sebagai 
berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Kelola Persandian sebagai 

pedornan dalam pclaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelakeanaan tugas di 

lingkungan Seksi Tata Kelola Persandian sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan rnengevaluasi pelaksanaan tugas dalarn 

Jingkungan Seksi Tata Kelola Persandian untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf ·dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. perumusan kebijakan kearnanan informasi di lingkungan pemerintah 

daerah; 
h. penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi; 
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i. penyusunan peraturan teknis pengelolaan surnber daya persandian 
yang meliputi pengelolaan surnber daya manusia sandi, perangkat 
lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi 
sandi; 

J. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian 
inforrnasi milik pemerintah daerah; 

k. pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya 
manusia sandi, perangkat · lunak persandian, perangkat keras 
persandian dan jaring komumkasi sandi; 

1. pengelolaan proses pengamajnan infonnasi milik pemerintah daerah; 
m. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi 
· berklasifikasi; 
n. penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sa.ndi; 
o. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan 

pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, 
aeistensi, bimbingan teknis, workshop dan/ atau seminar; 

p. pengembangan kompetensi > sumber daya manusia sandi rnelalui 
program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, 
workshop dan/ atau seminar; 

q. pengadaan, penyimpanan, 'distribusi dan pemusnahan perangkat 
lunak dan perangkat keras persandian; 

r. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, 
perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; 

s. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman. 
t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Kelola 

Persandian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 19 

( l) Seksi Operasional Pengamanan Sandi dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok rnenyiapkan perurnusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan kegiatan bidang operasional pengamanan sandi 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) diuraikan sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Operasional Pengamanan Sandi 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusfkan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Operasional Pengarnanan Sandi sehingga berjalan 
lancar; 

c. memantau, mengawasi dan, mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Operasional Pengamanan Sandi untuk mengetahui 
perkernbangan pelaksanaan � ugas; 

d. melakukan penila.ian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai {SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar 

perangkat daerah di Iingkungan kabupaten/kota; 
h. penyusunan peraturan tcknis operasionaJ pengelolaan koinunikasi 

sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; 

; . 
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1. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi 
sandi; 

j. pengukuran tingkat kerawan:an dan keamanan informasi; 
k. penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalarn 

rangka operasional kornunikasi sa.ndi antar perangkat daerah di . 
lingkungan kabupaterr/kota; 

l. penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam 
rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di 
lingkungan kabupaterr/kota; 

m. penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada 
kornunikasi sandi antar perangkat daerah di Iingkungan 
kabupaten/kota; 

n. perancangan pola hubungan komunikasi sancli antar perangkat 
daerah di 1ingkungan kabupaten/kota; 

o. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi 
penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode 
pengamanan persandian lainnya; 

p. pengamanan informasi elektronik; 
q. pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka 

pengamanan informasi dan komunikasi; 
r. pernulihan data atau sistern jika terjadi gangguan operasional 

persaridian dan keamanan informasi; 
s. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandirnan. 
t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Operasional 

Pengarnanan Sandi dan memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkari atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 20 

(1) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peraandian dipimpin 
oleh Kepala Seksi menyiapkan· perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Persandian 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan scbagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Pengawasan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Persandian sebagai pedoman dalarn pelaksanaan 
tugas; , 

b. mendistribusikan dan rnemberi petunjuk pelaksanaan tugas di 
Hngleu nga n Seksi Perigawa.sa.n clan Evaluasi Penvclenggaraan 
Persandian sehingga berjalaji lancar: 

c. memantau, mengawasi clan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, ' mengoreksi, memaraf clan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan .. 
sumber daya persandian; 
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h. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar 
perangkat daerah di lingkungan kabuparen z kota; 

1. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; 

j. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan 
sumber daya persandian; 

k. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaao operasional pengelolaan komunikasi sandi antar 
perangkat daerah di lingkungan kabupaten /kota; 

l. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; 

m. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan 
sumber daya persandian di rseluruh perangkat daerah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; ' 

n. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan kornunikasi 
sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; 

o. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandirnan; 
p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 

Pengawasan dan Evaluasi Penyelcnggaraan Persandian dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan i 

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keenam 
Jabatan Fungsional 

Pasal 21 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas rnelaksanakan 
sebagaian tugas komunikasi dan informatika sesuai dengan keahlian 
dan kebutuhan. 

BABV 
TATAKERJA 

�;,.sal 35 

(1) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan 
olch Bupati. 

•. 

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhenlikan oleh 
Sekretaris Daerah atas pclimpahan wewenang dari Bupati. 

Pasal 36 

( 1) Kepala Dinas rnelaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan 
urnum yang ditetapkan olefi Bupati sesuai Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku. 

(2) Dalarn hal Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan 
perubahan kcbijaksariaan, rnaka hal tersebut diajukan kepada Bupati 
untuk mendapat persetujuan. 
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Pasal 37 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Diria s, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam 
lingkup rnasing-masing rnaupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta 
dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 

L 

Pasal 38 

(1) Kepala Dinas wajib rnengawasi Sekretaris dan setiap Kepala Bidang 
dalam rnelaksanakan tugas ct;an fungsinya rnasing-rnasing. dan bila 
terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan peratf ran. 

(2) Sekretaris, para Kepala Bidruig wajib mengawasi pelaksanaan tugas 
setiap Kepala Sub Bagian dart' Kepala Seksi masing-masing, dan bila 
terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan. 

(3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib rnengawasi 
pelaksanaan tugas setiap Staf masing-masing, dan bila terjadi 
penyimpangan dapat mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan 
sesuai dengan peraturan. 

• • 
Pasal 39 

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab mcmimpin dan mengoordinasikan 
Sekretaris, setiap Kepala Bidang dan memberi bimbingan serta petunjuk 
dalam pelaksanaan tugas Sekretarts dan Kcpala Bidang. 

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin, 
mengoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan 
memberikan birnbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya 
masing-masing. 

(3} Setiap Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin, 
mengoordinasikan setiap Staf masing-rnasing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk dalam pclaksanaan tugasnya. 

Pasal 40 . 
\ 

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat 
walctu. 

(2) Sekretaris, para Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu. 

(3) Setiap Kepala Sub Bagi.an bertanggung jawab kepada Sekretaris dan 
setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing­ 
masing, baik Kepala Sub Bagian rnaupun Kepala Seksi berkewajiban 
menyampaikan laporan secara'berkala tepat waktu. 

rnasing-masing. 
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BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

i Pasal 28 
! 

Rincian tugas dan atau hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan 
Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, setelah terl!=!bih 
dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

,; 

Pasal 29 

UPT Dinas Komunikasi dan Informatika yang ada saat ini tetap 
melaksanakan tugas dan Iungsinya sampai dibentuknya UPT baru sesuai 
peraturan perundang-undangan sehingga dalam melaksanakan tugasnya .. 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. 

I 

EfABVII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 ; 
i 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: 
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, 
Uraian Tugas dan Tata Kerja 'Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Infonnatika (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 
Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku ,pada tanggal diundangkan 
I 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 

I MASSE 

.. 
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 
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